KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat,
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga terbitnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan

tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama 1
(satu) tahun sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memenuhi amanat yang diberikan
kepada Lembaga dan Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2025 mengusung tema
“Meneguhkan Kredibilitas Lembaga untuk Hakim yang Mandiri dan
Berintegritas”. Sepanjang tahun 2025 Komisi Yudisial terus meningkatkan kualitas
peran kelembagaan melalui penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi sumber
daya, serta peningkatan akuntabilitas lembaga. Seluruh upaya tersebut dimaksudkan
agar Komisi Yudisial terus dipercaya oleh publik untuk mewujudkan sistem peradilan
yang independen sekaligus penjaga marwah peradilan dan integritas hakim. Guna
mewujudkan hal tersebut di atas Komisi Yudisial telah merumuskan sasaran strategis
yang berfungsi sebagai panduan dan ukuran yang jelas dalam merancang strategi,
program, serta kegiatan, termasuk indikator keberhasilan pencapaian sasaran
strategis. Sasaran strategis tersebut terbagi ke dalam dua garis besar yaitu 1)
meningkatnya Integritas hakim, dan 2) meningkatnya kapasitas manajemen Komisi
Yudisial.

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial sejalan dengan visi
Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia
Emas 2045”, serta mendukung misi Presiden yang tertuang dalam salah satu

Astacita/Prioritas Nasional yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan



Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi
dan Penyelundupan dengan Program Prioritas Penguatan Kelembagaan, Pelayanan
dan Penegakan Hukum dalam RPJMN 2025-2029.”

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Komisi Yudisial
Tahun 2025, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi
referensi bagi para pemangku kepentingan mengenai hasil kinerja yang telah dicapai

Komisi Yudisial.

Jakarta, 24 Februari 2026,
Ketua Komisi Yudisial RI

Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2025 menyajikan berbagai upaya dan
hasil pada Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya
Integritas Hakim, dan meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial. Target
Kinerja yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Komisi Yudisial merupakan merupakan wujud implementasi
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat evaluasi
kinerja, sarana akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Komisi Yudisial kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu laporan ini
juga berperan sebagai alat pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja di
lingkungan Komisi Yudisial.

Selain pencapaian target tahun 2025, LKj ini juga merupakan laporan
pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra Komisi Yudisial 2025-
2029. Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan yang
harus dicapai pada skema jangka menengah Komisi Yudisial dalam meningkatkan
kepercayaan publik terhadap hakim.

Komisi Yudisial masih secara konsisten memegang komitmen, keterlibatan,
dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat guna
mendukung keberhasilan program-program sangat ditentukan sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial. Ketercapaian indikator secara detail yang
terbagi dalam dua sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 — Meningkatnya Integritas Hakim

Program ini adalah bagian dari desain penguatan Integritas Hakim
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2025-2029.
Komisi Yudisial berkomitmen dalam menjalankan program dan kegiatan
sejalan arah kebijakan pembangunan pemerintah bidang hukum
sebagaimana tertuang dalam pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan dengan
Program Prioritas Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan

Hukum.



2. Sasaran Strategis 2 - Meningkatnya Kapasitas Manajemen Komisi
Yudisial
Komisi Yudisial memiliki konsentrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas
manajemen yang dimaknai sebagai upaya untuk membangun proses bekerja
sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya, dalam
mencapai untuk mencapai target dan sasaran yang sudah ditentukan.
Peningkatan ini akan sebagai penopang peningkatan Integritas Hakim yaitu:

A. Nilai Reformasi Mencapai Kategori "BB”

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi
menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja
aparat sipil negara (ASN). Komisi Yudisial Rl juga berpandangan bahwa
Reformasi Birokrasi salah satu upaya untuk mencapai good governance
dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia
aparatur. Reformasi birokrasi ini akan mendorong penataan terhadap
sistem penyelenggaraan pelayanan Komisi Yudisial yang efektif dan
efisien untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi
Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh
Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan
sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2024. Hasil
penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 melalui Surat
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: B/660/RB.06/205 tanggal 28 April 2025 hal:
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Komisi
Yudisial mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,91

dengan kategori “BB”.
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Penilaian Reformasi Birokrasi ini dilakukan oleh Kemen

terian

Pendayagunaan Aparatur Negara dari tahun 2020 sd 2024 sebagai

berikut:

INDEKS REFORMASI BIROKRASI
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Gambar 1. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2024

76.91



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... 1
IKHTISAR EKSEKUTIF ..ot 3
I 7 S O 6
DAFTAR TABEL ......ooiiiiiiiciiriiiiiiisisssssssssss s 8
DAFTAR GAMBAR .....coiiiiiirrr s sss s aas e s s aan e 9
BAB | PENDAHULUAN........cooo s 10
A, LATAR BELAKANG ..ottt 10
B. MAKSUD DAN TUJUAN ... 11
C. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS......ooiiiiiiiiiiiiieees 11
D. TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL .....ccoooiiiiiiiieeeeee 12
E. SUMBER DAYA MANUSIA ... ..o 14
F.  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ....cooooiiiii e 15
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....ooitiiiiiiii et 16
BAB Il PERENCANAAN DAN KINERJA ...t sssnn s 17
A. PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA ... 17
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .......coooiiiiiiiiiie e 18
C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025 .........cccccceeeiiiinnn 19
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN..........cccccimininnnnnns 21
A. CAPAIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL .....cooiiiiiiiiiee e 21
1. SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA INTEGRITAS HAKIM....... 22
1.1. CAPAIAN KINERUJA ... e 22
1.2. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN
ST RATEGI .. 28
2. SASARAN STRATEGIS 2 TERWUJUDNYA KAPASITAS
MANAJEMEN INTERNAL YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN,
DAN AKUNTABEL ...ttt 30
2.1. CAPAIAN KINERUJA ... e 30
2.2. PENGUKURAN KINERUJA ... .o 31
2.3. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN
ST RATEGI e 34
B. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA DENGAN STANDAR NASIONAL............... 36
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ... 37
D. REALISASI ANGGARAN ..o 40
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL ........... 42
A. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS ... .o 42



BAB V PENUTUP......oo s s 50
AL KESIMPULAN ...ttt 50
B. TINDAK LANJUT ... 51

Y o | 53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, IKU dan Target Kinerja 2025.............cccooeiriiiiiiiiiiecee e, 12
Tabel 2. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial Tahun 2025 ...........c.ccccooeveiinnennn.n. 14
Tabel 3. Arah Kebijakan Strategi...........ooooiiiiiiiiiiiii e 15
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

TA 2025 ... e e e e e e e e eaaanan 18
Tabel 5. Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran .............cccooeeeiiiiiiiiieiiiinieeiineees 19
Tabel 6. Alokasi Anggaran Setiap Biro berdasarkan SAKTI ...........ccooiiiiiiiiiiinnn. 19
Tabel 7. Alokasi Anggaran Setiap Biro berdasarkan SPAN............cccccceiiiiiiieininnn. 20
Tabel 8. Sasaran Strategis dan IKU ..o 21
Tabel 9. Indeks Integritas Hakim Tahun 2025 ... 25
Tabel 10.Perkembangan Indeks Integritas Hakim 2022-2025..............cccceivivinnes 27
Tabel 11. Sasaran Strategis 1.........ii i 27
Tabel 12. Faktor Penghambat dan Strategi...............oooiiiii 29
Tabel 13. Nilai RB General Tahun 2024 ... 31
Tabel 14. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2022-2025................ 32
Tabel 15. Sasaran Strategis 2.........oii i 32
Tabel 16. Faktor Kendala dan Strategi............oooviuiiiiiiiiii e 34
Tabel 17. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Tahun 2025............. 37
Tabel 18. Realisasi ANQQaran ..........oooo oo 40
Tabel 19. Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja ..............cccoooviiiiiiiiiiiiece, 41
Tabel 20. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional tahun 2025...................cooonnenn. 50


file:///C:/Users/Dicky%20Rismawan/Desktop/draft_LAKIP%20KY%202025_mba%20ami.docx%23_Toc221048732

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2024................ 5
Gambar 2. Kegiatan FGD Penyempurnaan Instrumen Survei Dengan
Stakeholder EKsternal ... 23
Gambar 3.Foto Bersama Kegiatan FGD Penyempurnaan Instrumen Survei
dengan Stakeholder Eksternal ..............ccccoooiiiiiiiiiiiii e 24

Gambar 4. Rumus Indeks Integritas Hakim.............ccoooooiiiii e, 25
Gambar 5. Pembahasan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Integritas Hakim ........ 26
Gambar 6. Perkembangan Indeks Integritas Tahun 2022 s.d Tahun 2025.............. 28
Gambar 7. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024-.............. 33
Gambar 8. Pengembangan Teknologi Informasi Terintegrasi .............cccccceeeeeeeenn. 39
Gambar 9. Penyusunan Renstra 2025-2029 Komisi Yudisial .............ccccccceeeeeeennnn. 43
Gambar 10. Kick Off Meeting Evaluasi RB, SAKIP, dan Z1 2025 ..................c......... 45
Gambar 11. Sosialisasi PAGN ... 46
Gambar 12. Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial RI 2025...........ccccooiiiiiiiiiiiienn. 46
Gambar 13. Serah Terima Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial RI 2025 ................ 47
Gambar 14. Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Evaluasi Cetak Biru

Komisi Yudisial Periode 2010-2025..........ccooviiiiiiiiiiie e, 47
Gambar 15. Internalisasi dan Sosialisasi Rancangan Pedoman Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Emonev Sekretariat

Jenderal Komisi Yudisial Rl...........cooi e 48
Gambar 16. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial.............. 48
Gambar 17. Tampilan emonev Komisi Yudisial Rl ............cccoooiiiiiiiiiiii e, 49
Gambar 18. Perkembangan Indeks Integritas Hakim Tahun 2022-2025 ................. 51

!.


file:///C:/Users/Dicky%20Rismawan/Desktop/draft_LAKIP%20KY%202025_mba%20ami.docx%23_Toc221049606

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada RPJMN 2025-2029 menempatkan Komisi Yudisial untuk mendukung
Prioritas Nasional 7 (PN-7), yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,
Judi, dan Penyeludupan. Pencapaian keberhasilan target PN-7 tersebut, Komisi
Yudisial bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-7
tersebut, akan diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman
teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-7 sendiri terbagi ke dalam Program
Prioritas dan Kegiatan Prioritas hingga ke Proyek Prioritas. PN-7 yang turunannya
melalui PP dan KP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa Komisi
Yudisial mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2025-2029 untuk Kegiatan
Prioritas (KP)-7 Penguatan Kelembagaan Hukum.

Dalam mendukung RPJMN 2025-2029 serta Selaras dengan Visi Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya, Komisi Yudisial mengusung Visi: “Menjadi Lembaga Yang
Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan tujuan utama
meningkatnya kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dalam membangun
kemandirian dan integritas hakim.

Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 mendukung terdapat
Sasaran Strategis yaitu terwujudnya kemandirian dan integritas hakim. Untuk
mencapai tujuan dari sasaran tersebut, Komisi Yudisial menetapkan indikator
dalam bentuk indeks integritas hakim yang dapat menunjukkan pencapaian Komisi
Yudisial untuk memenuhi tujuan pembentukan Komisi Yudisial.

Dengan demikiam, Komisi Yudisial berupaya mencapai akuntabilitas kinerja
yang baik dan berorientasi hasil dengan terlebih dahulu menetapkan hasil yang
jelas berupa kondisi yang ingin diwujudkan, dan menentukan indikator kinerja
keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target
dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan

masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan

.



yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yang tertuang
dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2025-2029.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

2.

Maksud

a) Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima
amanat; dan

b) Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan
saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Tujuan

a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan,
dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial;

b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024; dan

c) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan

datang.

C. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

1.

Visi
Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas

dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas
2045

Misi

Guna mewujudkan dan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia, serta wewenang, tugas, dan fungsi dari Komisi Yudisial, misi yang
akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial mendukung Misi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim

2) Meningkatkan Pemberdayaan Partisipasi Publik dan Penguatan

Kelembagaan



Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja
organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategis Komisi Yudisial
2025-2029. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Komisi
Yudisial dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui
peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh

Komisi Yudisial.

Tabel 1. Sasaran, IKU dan Target Kinerja 2025

No Sasaran Strategis Indikator Target
1 Terwujudnya Kemandirian | Indeks integritas hakim 7,90

dan Integritas hakim

2 | Terwujudnya Kapasitas | Kategori Indeks BB (77)

: Reformasi Birokrasi.
Manajemen Internal yang

Berkualitas,

Transparan, dan Akuntabel

D. TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL
Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan sebagaimana amanat
konstitusi yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut kemudian diturunkan dalam Pasal 13
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu:
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah
Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim;
3. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.
Atas kewenangan tersebut, Komisi Yudisial selanjutnya memiliki tugas-

tugas sebagai berikut:



1. melakukan pendaftaran, seleksi, menetapkan, dan mengajukan calon
hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung ke DPR;
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran
KEPPH;

4. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan
pelanggaran KEPPH secara tertutup;
memutuskan benar tidaknya laporan pelanggaran KEPPH;
mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan

7. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Selain hal tersebut Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan analisis
putusan terkait rekomendasi promosi dan mutasi hakim yang diatur dalam
Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata
Usaha Negara yang berbunyi “Dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat
menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan

tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial yang dibantu segenap jajaran

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) yang menyatakan

bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Jenderal dan jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan

tahun 2025 terlihat dengan profil demografi data sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial Tahun 2025

Jabatan Jumlah Kepi‘;‘;“wzian Jumiah | M | jumiah | Pendidikan | Jumlah
Eselon | 1 PNS 186 Laki-laki 238 S3 5
Eselon Il 6 CPNS 133 Perempuan 189 S2 110
Eselon llI 13 PPPK 25 S1 290
Eselon IV 6 Tenaga Ahli 12 D-IlI 18
JET 261 | Penghubung 71 Lainnya 4

KY

JFU 57
Tenaga Ahli 12
Koordinator 18
Penghubung

Asisten

Penghubung 53

TOTAL 427 TOTAL 427 TOTAL 427 TOTAL 427




F. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tabel 3. Arah Kebijakan Strategi

Tujuan dan
Arah Kebijakan Strategi Program
No Sasaran
1 Tujuan : Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial
dalam membangun kemandirian dan integritas hakim.
Terwujudnya | Meningkatkan Sistem Melakukan penguatan
Kemandirian | Pengawasan dan sistem pengawasan dan
dan Pemantauan Perilaku pemantauan perilaku
Integritas Hakim hakim Penegakan
Hakim Meningkatkan jumlah Memngkatkgn Integritas
! transparansi dan .
bakal calon hakim agung . Hakim
dan hakim ad hoc di akuntabilitas proses
. krutmen hakim agun
Mahkamah Agung sesuai ;e ; gung
. an hakim ad hoc
Kompetensi
Meningkatkan jumlah Meningkatkan kapasitas
hakim peserta pelatihan hakim melalui pelatihan
Peningkatan Kapasitas
Hakim dan Teknis Hukum
Peradilan
Meningkatkan jumlah e Meningkatkan
hakim yang mendapatkan pemahaman hakim
layanan pencegahan dan dan publik tentang
penanganan Perbuatan Penanganan PMKH Peneaakan
Merendahkan e Meningkatkan Inte gritas
Kehormatan dan kualtas ~layanan | | o0E
Keluhuran Martabat penanganan PMKH
Hakim (PMKH)
Meningkatkan kualitas Melakukan penguatan
dan kemanfaatan sistem database Hakim
database hakim Terintegrasi
Meningkatkan partisipasi | Memperkuat Kerjasama
publik dan mitra strategis | Dengan Mitra Dan
mewujudkan hakim Lembaga Terkait
berintegritas
Meningkatkan kolaborasi | Melakukan penguatan
program Komisi Yudisial kolaborasi lintas unit
yang terintegrasi dalam dalam pelaksanaan
rangka meningkatkan program dan kegiatan
integritas hakim Komisi Yudisial
Terwujidnya Menggunakan sistem
Kapasitas evaluasi berbasis
Manajemen Penguatan kelembagaan reformasi birokrasi untuk Dukungan
Internal Komisi Yudisial meningkatkan efektivitas Manajemen
kerja Komisi Yudisial




G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2025 terdiri dari
5 (Lima) Bab yaitu :

BAB |. PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan
Kinerja, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber
Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta
Sistematika Penyusunan.

BAB Il. PERENCANAAN DAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang
mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB Ill. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi
pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Analisis
capaian kinerja tahun 2025 antara lain dilakukan dengan
membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2024 dengan
Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan
permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil
serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL
Menjelaskan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial tahun
2025 vyang diuraikan. Diuraikan pula pengelolaan akuntabilitas,
rekomendasi evaluasi AKIP Kemenpan RB Tahun Anggaran 2025 dan
tindak lanjut komisi yudisial atas hasil evaluasi AKIP.

BAB V. PENUTUP
Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu
tahun 2025 dan upaya yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam

rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.



BAB I
PERENCANAAN DAN KINERJA

A. PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses yang melibatkan pengidentifikasian
tujuan, penentuan standar kinerja, pengembangan rencana tindakan, dan
penentuan indikator evaluasi untuk mengarahkan dan mengelola kinerja
individu, tim, atau organisasi secara efektif.

Perencanaan kinerja bertujuan untuk menciptakan arah dan fokus yang
jelas, memberikan kerangka kerja yang terstruktur, dan mendorong
pencapaian tujuan secara efektif.

Dalam mengelola kinerja organisasi, Komisi Yudisial telah menetapkan
Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 melalui
penetapan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029. Renstra Komisi Yudisial RI
sebagai dokumen perencanaan berkomitmen mendukung program pemerintah
seperti telah dilakukannya Penyederhanaan Birokrasi, dan kesesuaian
program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan
Penyelundupan dengan Program Prioritas Penguatan Kelembagaan,
Pelayanan dan Penegakan Hukum” (RPJMN 2025-2029).

Proses penyusunan Renstra Komisi Yudisial Rl periode 2025-2029
dilakukan sesuai dengan amanat peraturan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, vyaitu
dimulai dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2020-
2024, analisa atas masukan dari pelaku kepentingan (Stakeholders), analisa

terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global, nasional.



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama bagi Komisi Yudisial dalam
mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial Tahun
2025-2029 yaitu “Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri
dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045”.

Perumusan dan penyusunan Perjanjian/Kontrak Kinerja (Indikator Kinerja
Utama dan Perjanjian Kinerja) di Komisi Yudisial, berpedoman kepada
Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 sebagaimana yang
sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, kemudian
dilanjutkan dengan kegiatan reviu dan refinement atas Perjanjian/Kontrak
kinerja melalui pembahasan dan dialog yang melibatkan setiap perwakilan unit
kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk
peningkatan kualitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial.

Berdasarkan proses tersebut di atas, telah disahkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisi Yudisial
Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial TA 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PK
Men.mgkatnya Integritas Indeks Integritas Hakim 7,90
Hakim
Meningkatnya Kapasitas Nilai indeks reformasi birokrasi
Manajemen Internal mencapai kategori “A” di tahun BB (77)

2029




C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 5. Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran

Integritas Hakim

ALOKASI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Terwujudnya
Kemandirian dan Indeks integritas hakim 39.373.955.000

Terwujudnya Kapasitas
Manajemen Internal yang
Berkualitas, Transparan,
dan Akuntabel

Kategori Indeks Reformasi Birokrasi. | 145.152.388.000

TOTAL ALOKASI

184.526.343.000

Tabel 6. Alokasi Anggaran Setiap Biro berdasarkan SAKTI

No.

Kegiatan

Alokasi Anggaran

Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan
Pelanggaran KEPPH

12,089,549,000

Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di
Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan
Kapasitas Hakim

12,705,068,000

Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon
Hakim

5,517,800,000

Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan,
Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan
Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi
Yudisial

106,566,858,000

Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan
Kepatuhan Internal

11,337,308,000

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada
Publik

17,477,649,000

!.




Tabel 7. Alokasi Anggaran Setiap Biro berdasarkan SPAN

No.

Kegiatan

Alokasi Anggaran

Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan
Pelanggaran KEPPH

13,794,120,000

Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di
Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan
Kapasitas Hakim

18,260,000,000

Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon
Hakim

7,319,835,000

Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan,
Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan
Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi
Yudisial

111,339,164,000

Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan
Kepatuhan Internal

14,295,400,000

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada
Publik

19,517,824,000

\
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AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

BAB Il

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan

Komisi Yudisial kepada publik dalam masa 1 (satu) periode.

A. CAPAIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL

Capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2025 merupakan penjelasan secara

ringkas tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2025 dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka

APBN Tahun Anggaran 2025. Komisi Yudisial mempunyai 2 (dua) Sasaran

Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama. Secara keseluruhan, capaian

kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Sasaran Strategis dan IKU

No Sasaran Strategis Indikator Klnerj.a Target | Realisasi Persen.tase
Sasaran Strategis Capaian
Terwujudnya ,
1 | Kemandirian dan Indeks In.tegrltas 7,90 8,05 101,89%
. . hakim
Integritas Hakim
Terwujudnya Kapasitas -
. Nilai
Manajemen Internal Kateqori Indeks
2 | yang Berkualitas, gon r . BB N/A N/A
Reformasi Birokrasi.
Transparan, dan (77)

Akuntabel

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Yudisial Tahun 2025,

terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) IKU yang akan dijabarkan

melalui program dan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, sistematika

pembahasan capaian kinerja akan diuraikan sebagai berikut :




1. SASARAN STRATEGIS 1

1.1.

MENINGKATNYA INTEGRITAS HAKIM

CAPAIAN KINERJA

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki
peran penting dalam memperbaiki kelemahan sistem ketatanegaraan
Indonesia, terutama setelah Mahkamah Agung diberikan kewenangan satu
atap baik teknis, operasional, pembinaan, dan anggaran yang dikenal
dengan one roof judicial system. Tujuan sistem peradilan satu atap adalah
agar Hakim dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan
keadilan tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan negara di luar kekuasaan
kehakiman.

Oleh sebab itu, Komisi Yudisial hadir dalam rangka menjaga
peradilan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Komisi Yudisial
berupaya menegakkan kode etik Hakim dan menjaga integritas peradilan
memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil dan sesuai
dengan hukum dan mengatasi kekurangan dalam pengawasan internal
Mahkamah Agung sendiri. Hakim memiliki peran yang sangat penting
sebagai pilar utama dalam menjaga tegaknya keadilan dalam masyarakat.
Salah satu hal penting yang dipertimbangkan masyarakat untuk
mempercayai Hakim adalah perilaku dari Hakim yang bersangkutan, baik
dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.
Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, Hakim dituntut untuk selalu
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan
perilaku Hakim. Oleh karena itu, integritas Hakim menjadi nilai fundamental
yang harus dijaga dengan baik. Integritas yang tinggi pada Hakim
mencakup independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas
dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya integritas, proses peradilan
dapat dengan mudah terdistorsi oleh kepentingan tertentu, sehingga
mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan undang-undang, dapat dipahami bahwa tugas dan
wewenang Komisi Yudisial sangat terkait dengan Hakim sehingga

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi Yudisial pun



terkait dengan Hakim, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas output
dan outcome program-program Komisi Yudisial. Kegiatan tersebut
memerlukan keterlibatan masyarakat peradilan serta hakim tentunya
sebagai target dari kinerja Komisi Yudisial. Program-program Komisi
Yudisial yang efektif semestinya mendukung dan menjaga para Hakim
untuk berintegritas tinggi serta bekerja secara profesional dengan
kompetensi yang memadai. Lebih jauh lagi, dampak (impact) dari output
dan outcome Komisi Yudisial adalah Hakim dapat mandiri dan berintegritas
dalam menjalankan tugasnya sehingga meningkatkan kepuasan dan
kepercayaan masyarakat terhadap Hakim dan peradilan. Selain itu,
integritas Hakim juga berperan penting dalam mendukung agenda nasional,
khususnya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan
hukum.

Penyusunan metodologi serta tool pengukuran pelaksanaan
pengukuran indeks integritas hakim tahun 2025 dilakukan dengan
melibatkan stakeholder eksternal Komisi Yudisial antara lain Mahkamah
Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian PPN/Bappenas, BPS,
Perguruan Tinggi, NGO, Pakar Hukum lainnya.

— ==

Gambar 2. Kegiatan FGD Penyempurnaan Instrumen Survei Dengan Stakeholder Eksternal
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Gambar 3.Foto Bersama Kegiatan FGD Penyempurnaan Instrumen Survei Dengan
Stakeholder Eksternal

Dalam pengukuran indeks integritas Hakim yang akan dilakukan
dengan metode survei tatap muka kepada responden, terdapat tiga
responden penting yang akan membentuk indeks integritas Hakim yaitu,
Masyarakat Peradilan, Aparatur Peradilan, dan Stakeholders Sistem
Peradilan. Pemilihan kelompok responden ini dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran yang komprehensif, mencerminkan perspektif
internal maupun eksternal, serta mewakili pengalaman nyata para pihak
terhadap perilaku dan integritas Hakim. Kemudian Hakim itu sendiri yang
melakukan self assessment unuk melihat indeks pembanding dan seberapa
besar gap yang di dapatkan.

Adapun kualifikasi responden di antaranya jumlah responden 2420
respondendi 34 Provinsi di Indonesia, yang terdiri dari 580 Hakim, Aparatur
Peradilan 385, Stakeholders Sistem Peradilan 385 dan Masyarakat
Peradilan 1.070. Sebaran responden Hakim yang dibagi setiap Provinsi.

Hasil indeks pengukuran integritas hakim yang telah dilakukan
berdasarkan kategori responden dari Hakim, masyarakat peradilan,
Stakeholder sistem peradilan, dan aparatur peradilan serta 6 dimensi yaitu
Independence(Kemandirian) Impartiality (Ketidakberpihakan) Propriety



(Kepantasan), Equality (Kesetaraan) Competence & Diligence (Kompetensi
& Ketekunan) dan Integrity (Integritas). Indeks integritas hakim yang
diperoleh tahun 2025 adalah sebesar 8,05 dengan kategori berintegritas.

Adapun rumus dan hasil indeks integritas hakim sebagai berikut :

(AHP) 8, Bobot
-
=
'H X, | B, =04409 ‘ X, B=01
1 1 Haki
Masyarakat g
Peradilan ( -
Peran Komisi Yudisial (KY)
“ ' | (Faktor Koreksi)
™ X; | B=03613 Faktor Penambah Xs | Bs=02
Stakeholders Sistem (Peningkatan Kapasitas Hakim,
i Pemantauan Persidangan, Advokasi, dan
- Edukasi Hakim)
X; | B =02297 Faktor Pengurang X¢ | Bs=01

(Usulan penjatuhan sanksi oleh KY
Aparatur Peradilan kepada Mahkamah Agung (MA))

Indeks Integritas Hakim = 0,8 x Indeks Komposit +0,1x X, + 0,2xX5 —0,1x X¢

Perhitungan Indeks Integritas Hakim

= 0,8 x indeks komposit + 0,1 x X, + 0,2 x X; — 0,1 x X¢

= 08x (X T x X x XY +0,1x X, +02x X5 — 0,1 x X,
=08x(216x199x1,64)+01x914+0,2x10—-0,1x5
08x7054+01x914+02x10—-0,1x5

564+091+2-0,5

= 8,05

Sehingga persentase capaian Indeks Integritas Hakim Tahun 2025 menjadi

(8,05:7,90) x 100% = 101,90%.

Gambar 4. Rumus Indeks Integritas Hakim

Tabel 9. Indeks Integritas Hakim Tahun 2025

X Kategori Rataan indeks
(X-1)x2,5

1 | Masyarakat Peradilan 3.63 6.58

2 | Stakeholders Sistem Peradilan 3.67 6.68

3 | Aparatur Peradilan 4.43 8.58

4 | Hakim 4.66 9.14

5 | Faktor Penambah 5.00 10.00

6 | Faktor Pengurang 3.00 5.00
Indeks Komposit 3.82 7.05




Indeks Komposit + Hakim 3.52 6.30

*Indeks Akhir Nasional 4.22 8.05

Skala pengukuran yang dipergunakan adalah jenis skala likert. Skala
dalam alat ukur ini terdiri atas item-item yang menyediakan 5 (lima) pilihan
jawaban mulai dari “Sangat Setuju” sampai “Sangat Tidak Setuju. Skala 1-
5 dipilih untuk menghindari kecenderungan partisipan menjawab netral dan
memilih jawaban yang cenderung ke arah tertentu. Dengan demikian maka
skor rataan indeks akhir nasional disesuaikan dengan skala likert (X-1)x2,5
menjadi (4,22-1)x2,5 = 8,05

Nilai indeks integritas Hakim secara nasional tahun 2025 juga
dipengaruhi dari adanya peningkatan kinerja Komisi Yudisial di antaranya
peningkatan kapasitas Hakim, pemantauan persidangan, advokasi Hakim
dan edukasi Hakim sebagai faktor penambah. Meski demikian masih
terdapat faktor pengurang yaitu usulan penjatuhan sanksi oleh Komisi
Yudisial kepada Mahkamah Agung. Kontribusi Komisi Yudisial dalam
menjaga integritas hakim sangat penting di antaranya pengawasan Hakim
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial akan memperkuat integritas para
Hakim dan para Hakim yang telah mengikuti pelatihan dari Komisi Yudisial

dapat peningkatan kapasitas hakim dalam memperkuat integritas Hakim.

Gambar 5. Pembahasan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Integritas Hakim

Kegiatan pengukuran indeks integritas hakim ini telah dilaksanakan

sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kegiatan ini merupakan salah




satu Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial yang mendukung langsung

RPJMN pada Program prioritas Penguatan Kelembagaan Hukum. Berikut

perkembangan indeks integritas Tahun 2022 sampai tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

Tabel 10.Perkembangan Indeks Integritas Hakim 2022-2025

Tahun Target Capaian
2022 7,84 7,84
2023 7,99 7,99
2024 7,73 8,15
2025 7,90 8,05

Perubahan indeks integritas hakim dari tahun ke tahun memberikan

gambaran mengenai dinamika persepsi integritas hakim yang kemungkinan

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal sistem peradilan dan

external. Indeks integritas dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, seperti

transparansi dan pengawasan internal yang dapat memengaruhi persepsi

dan meningkatkan kepercayaan publik melalui kebijakan dan pengawasan

yang lebih efektif. Berdasarkan hasil survei bahwa nilai indeks integritas

hakim tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,10 poin yaitu dari 8,15

menjadi 8,05. Penurunan ini tidak selalu berarti semua hakim tidak

berintegritas akan tetapi lebih karena kumulatif efek kasus, sistem, beban

kerja, dan persepsi publik.

Tabel 11. Sasaran Strategis 1

No | Sasaran Strategis [e Il Gy Kmerj? Target | Realisasi Persen.tase
Sasaran Strategis Capaian
1 Meningkatnya Indeks integritas 7.90 8,05 101,90%

Integritas hakim

hakim

Kegiatan pengukuran indeks integritas hakim ini telah dilaksanakan

sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kegiatan ini merupakan salah

satu Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial yang mendukung langsung




RPJMN pada Program prioritas Penguatan Kelembagaan Hukum. Berikut

perkembangan indeks integritas Tahun 2022 sampai tahun 2025 adalah
sebagai berikut:

2022 2023 2024 2025

Gambar 6. Perkembangan Indeks Integritas Tahun 2022 s.d Tahun 2025

Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target,
bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Keberhasilan
capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa program/kegiatan yang

dilakukan sudah sesuai dengan tujuan target yang ditetapkan.

1.2. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN
STRATEGI

Dalam melaksanakan Sasaran Strategis Meningkatnya Integritas Hakim
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian pada pengukuran

indikator indeks integritas hakim. Berikut faktor yang mempengaruhi,
antara lain:

Faktor keberhasilan:

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan survei integritas
hakim;



. Adanya dukungan dari Mahkamah Mahkamah Agung terkait dukungan

database Hakim dan pelaksanaan survei kepada hakim dan aparatur

peradilan;

Agung;

petik ke wilayah survei;

. Adanya koordinasi yang baik dengan badan peradilan di Mahkamah

. Meningkatkan monitoring pelaksanaan survei dengan melakuakn uji

5. Melibatkan Penghubung Komisi Yudisial secara aktif;dan

6. Adanya dukungan dari Hakim, masyarakat dan pakar yang bersedia

menjadi responden dalam pelaksanaan survei integritas hakim.

Tabel 12. Faktor Penghambat dan Strategi

FAKTOR PENGHAMBAT

STRATEGI/SOLUSI

1.

Validitas data hakim di seluruh
Indonesia yang disebabkan

mutasi dan promosi

1.

Melakukan koordinasi dengan
Mahkamah

permintaan

Agung terkait

data hakim di

seluruh Indonesia

2. Persetujuan Pembukaan blokir _ .
_ 2. Dilakukan mekanisme Repeat
anggaran terkait pelaksanaan .
o . Order pelaksana survei, dan
survei di triwulan Ill, sehingga
. melakukan percepatan
mempersempit waktu .
pelaksanaan survei
pelaksanaan
3. Belum adanya kepastian Teori .
. . . _ 3. Melakukan benchmarking
pengertian integritas  hakim
. dengan  stakeholder  serta
sehingga menghambat konsep
. _ melakukan ~ Focus  Group
metodologi pengukuran indeks _ .
Discussion

integritas hakim

\
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2.

21.

SASARAN STRATEGIS 2
TERWUJUDNYA KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL YANG
BERKUALITAS, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

CAPAIAN KINERJA
Komisi Yudisial terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil

evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Evaluator

Kementerian PANRB.

Pada tahun 2025, Komisi Yudisial kembali berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas birokrasi serta memperkuat budaya kinerja aparatur
sesuai dengan arah kebijakan dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).
Namun demikian, hingga laporan ini disusun, nilai Indeks Reformasi Birokrasi
tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi karena masih dalam tahap finalisasi pengisian
Reformasi Birokrasi Triwulan IV. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan
evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan
beberapa upaya sebagai berikut:

a) melaksanakan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Komisi
Yudisial Tahun 2025;

b) membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melalui Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

c) menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 serta menetapkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tim Reformasi
Birokrasi dan Timeline Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;

d) melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Komisi Yudisial Tahun 2025;

e) melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ke dalam Portal

Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung, serta melaksanakan

koordinasi dengan Kemenpan RB terkait rencana evaluasi Reformasi

Birokrasi;

-'l



f) melaksanakan penginputan data rencana aksi, capaian, dan realisasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan I, Triwulan I, dan Triwulan
[l ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional;

g) melakukan pembahasan tindak lanjut penetapan mandat nasional sebagai
Kegiatan Utama dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial,
termasuk capaian indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dan
rencana aksi atas setiap indikator untuk periode Triwulan IV Tahun
Anggaran 2025 dan Semester | Tahun Anggaran 2025; dan

h) menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, Komisi Yudisial sebagai badan publik terus berupaya memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan
akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan pengelolaan
layanan publik yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas

pelayanan.

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Sasaran strategis terwujudnya kapasitas manajemen internal yang
berkualitas, transparan, dan akuntabel diukur melalui indikator Kategori Nilai
Indeks Reformasi Birokrasi. Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks
Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh
Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan
sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2024. Hasil penilaian
Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 melalui Surat Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/660/RB.06/205 tanggal 28 April 2025 hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Komisi Yudisial mendapatkan nilai indeks

Reformasi Birokrasi sebesar 76,91 dengan kategori “BB”.

Tabel 13. Nilai RB General Tahun 2024

No Penilalan Bobot 2023 2024
A |RB General 100 68,91 73,63

B |RB Tematik 10 3,55 3,28
C |indeks RB 110 72,46 76,91
BB BB




Tabel 14. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2022-2025

Realisasi

Target

2025
BB (77)

2025
N/A

2024
76,91

2023
72,46

2022
79,65

Berdasarkan data tabel diatas Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar

76,91 telah mengalami peningkatan sebesar 4,45 dari indeks tahun 2023 yang

sebesar 72,46. Indek Reformasi Birokrasi yang diperoleh Komisi Yudisial masih
belum mencapai predikat A, namun Komisi Yudisial terus berupaya melakukan
pembenahan dan perbaikan diberbagai sektor manajemen kinerja pada Komisi
Yudisial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sehingga nilai RB Komisi Yudisial menunjukkan peningkatan.

Tabel 15. Sasaran Strategis 2

No | Sasaran Strategis slnd|kator Kmer;:a Target | Realisasi Persen.tase
asaran Strategis Capaian

Terwujudnya
Kapasitas
Manajemen Kategori Nilai BB

1 Internal Yang Indeks Reformasi (77) N/A N/A
Berkualitas, Birokrasi
Transparan, Dan
Akuntabel

Perkembangan nilai RB dari tahun 2020 sd 2024 sebagai berikut:
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80
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70
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INDEKS REFORMASI BIROKRASI

76.91

2020 2021 2022 2023 2024

== |ndeks Reformasi Birokrasi Periode 2016-2022

Gambar 7. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024



2.3. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI

Faktor keberhasilan:

1.

Komitmen dan dukungan dari Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan
Reformasi Birokrasi serta pengembangan proses bisnis dan SOP melalui
digitalisasi aplikasi Enterprise Architecture;

Telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial, sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi
dengan unit kerja dan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat
berjalan dengan efektif;

Telah dilakukan internalisasi dengan melaksanakan pendampingan yang
melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

. Telah dilakukan internalisasi terhadap seluruh target tujuan dan sasaran

strategis dalam Reformasi Birokrasi General atau Reformasi Birokrasi
Tematik yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja,
sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja;
Dukungan dan kualitas SDM dalam melakukan reviu terhadap SOP yang
diajukan; dan

Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Biro Perencanaan
dan Kepatuhan Internal c.q. Subbagian Hukum dan Organisasi dengan

Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tabel 16. Faktor Kendala dan Strategi

FAKTOR KENDALA STRATEGI
Belum tercapainya Sasaran dan |1. perlu dilakukan penyelarasan
Indikator Reformasi Birokrasi Komisi sasaran dan indikator Road Map
Yudisial Tahun 202 Reformasi  Birokrasi  Komisi

Yudisial dengan Road Map
Birokrasi Nasional untuk
memastikan keselarasan arah
kebijakan, target kinerja, dan
pencapaian tujuan Reformasi
Birokrasi

.
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FAKTOR KENDALA

STRATEGI

. sasaran dan indikator Reformasi

Birokrasi tahun 2025 yang belum
tercapai akan dijadikan sasaran
dan indikator unit kerja pada
tahun 2026 sesuai dengan tugas
dan  fungsi masing-masing
sebagai dasar peningkatan
pencapaian target Reformasi
Birokrasi;

. rekomendasi hasil evaluasi

Reformasi Birokrasi tahun 2025
akan ditindaklanjuti  sebagai
upaya perbaikan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi tahun 2026
guna untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan akuntabilitas unit
kerja;

Tingkat pemahaman
Reformasi Birokrasi
menyeluruh

terkait
belum

. perlu dilakukan internalisasi dan

penyelarasan  rencana  aksi
Reformasi Birokrasi dalam
rangka memperkuat
pemahaman, komitmen
pelaksanaan, dan keterpaduan
langkah antar unit kerja.

. melakukan koordinasi melalui

penetapan (Person In Charge)
PIC dalam melakukan
komunikasi dengan unit kerja lain
serta perlu penggunaan timeline
bersama;

. melakukan pembentukan tim

kerja sesuai kebutuhan
pelaksanaan tugas berdasarkan
kompleksitas dan beban
pekerjaan pada layanan
organisasi dan tata kelola internal




B. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA DENGAN STANDAR NASIONAL

1.

Penghargaan dalam Pengelolaan Keuangan telah berhasil meraih
penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 18 kali terhadap laporan
keuangan Tahun 2024 audited.

. Penghargaan dalam mengelola arsip memperoleh peringkat Ill dengan

kategori AA atau Sangat Memuaskan.

3. Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 99,16

4. Nilai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

sebesar 77

5. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 76,38

6. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 96,5 atau Sangat

Baik

Nilai Kematangan Keamanan Siber sebesar 4,23 dengan Kategori Tingkat
Kematangan Keamanan Siber: Tinggi, dengan Kklasifikasi Level 4 -
Terkelola

Predikat sebagai Badan Publik dengan kategori Informatif kategori
Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai
97,44

Nilai realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,248 atau

berada pada Level 3.

10. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,20

11.Nilai Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar 4,22

Kategori A-

12. Nilai Indeks Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI

KPK) sebesar 79,56 berada di Zona Hijau menunjukkan tingkat risiko
korupsi rendah (Terjaga/Integritas Tinggi).

13.Nilai indeks tata kelola pengadaan (ITKP) kementerian/lembaga sebesar

57,25 kategori cukup



C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisien Sumber daya pada Komisi Yudisial dalam pencapaian target kinerja

tahun 2025, antara lain:
1. Optimalisasi SDM

SDM pada Komisi Yudisial kemudian dioptimalkan untuk mencapai kinerja

melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 17. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Tahun 2025

No Jenis Pelatlihan/Nama Pelaksanaan Metode Jumlah
Pelatihan Peserta
1. | Pelatihan Teknis

- Protection Officer Januari Blended ]
based on SKKNI Learning
No.103 of 2023

- Fungsional Ankum ahli | Apri| — Mei Non Kiasikal 1
pertama

- Fungsional SDMA April — Mei Non Klasikal 2

- Data & Analytical April s.d. Mei | Webinar 191
Thinking

- Orientasi CPNS Juni Klasikal 134

- Diklat Teknis Sept Non Klasikal 3
Kearsipan

- Sosialisasi Bidang Juli Webinar 109
Kesehatan

- Evaluasi organisasi Februari Webinar 25

- Seminar Kebangsaan | paret Hybrid 101
RUU KUHAP

- Webir?a_ir Diseminasi Maret Hybrid 64
Penelitian

- Seminar. Ethic of Care Maret Hybrid 60
dan Hakim Perempuan

- Semnas:
Penyelarasan KUHAP .
Dalam Integrated Maret Hybrid 31
Criminal Justice
System

- Semnas Menemukan
Garis Demarkasi .
Pengawasan Teknis | September Hybrid 24
Yudisial Dan Perilaku
Hakim




No Jenis Pelatl_han/Nama Pelaksanaan Metode Jumlah
Pelatihan Peserta
- Diskusi Publik
Sinergitas Komisi September Hybrid 126
Yudisial Dengan
Stakeholder
- Diskusi Publik “Kertas
Kebijakan Keamanan | oktober Hybrid 114
Hakim Dan
Pengadilan"
- Diklat Teknis SOP November Non Klasikal 5
Sub Total 991
Pelatihan Jabatan dan
2 o
Manajerial
, Juli — Blended 1
- Diklat PKN 1 Novemb Learning
. , Blended
- Diklat PKA Juni — Okt Learning 1
, Juli — Blended o
- Diklat PKP Novemb Learning
- Coaching & Mentoring | Juni Klasikal 16
- Pelatihan Manajerial Desember Klasikal 7
Critical Thinking
t
- Diklat Pra-Jabatan fzp ember Blended 133
CPNS Tahun 2025 Desember Learning
Sub Total 160
3 | Pelatihan Sosial Kultural
Jan — .
- Pembinaan Mental Februari Klasikal 33
- Mental Health Juli Webinar 24
- Service Culture Juni Klasikal 134
Sub Total 211
TOTAL 1362

Bentuk peningkatan kapasitas yang diberikan kepada Penghubung Komisi

Yudisial dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis (Bimtek)

yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di daerah, antara

lain:

a) Bimtek Teknis Edukasi Publik;

b) Bimtek Teknis Intel Dasar;

c) Bimtek Teknis Pemantauan Persidangan;



d) Bimtek JDIH;

e) Bimtek Arsiparis;

f) Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Si-Moena);

g) Bimtek Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM);
h) Bimtek Penggunaan Srikandi; dan

i) Bimtek Publikasi di daerah Kerjasama dengan RRI.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tahun 2025, dengan alokasi anggaran yang ada, Komisi Yudisial
melakukan pengembangan aplikasi melalui tahapan perencanaan
arsitektur, analisis kebutuhan, serta penyelarasan dengan arsitektur
SPBE. Selanjutnya, aplikasi yang dikembangkan diproses melalui
mekanisme clearance aplikasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai
bentuk pengendalian nasional terhadap kesesuaian fungsi, manfaat, dan
integrasi aplikasi dengan kebijakan SPBE.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERINTEGRASI

Lapor PMKH !

e
G| PERKARA PEMILY
. i [ -
—

—

Gambar 8. Pengembangan Teknologi Informasi Terintegrasi

3. Efisiensi anggaran

Tahun 2025 pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan
mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang
berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi



dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 466
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan
Pemantauan serta Evaluasi Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara
sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal
kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA
Perencanaan Anggaran dilakukan pada level rincian output dengan
mengacu pada ketentuan terkait standar biaya yang meliputi:

1. Penggunaan SBK;

2. Efisiensi SBK.

Penggunaan SBK Komisi Yudisial tahun 2025 adalah sebanyak 17

kegiatan dengan skor efisiensi sebesar 99,25.

D. REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Komisi Yudisial No: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 2
Desember 2024, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun 2025
sebesar Rp.184.526.343.000,00. kemudian terdapat blokir sebesar Rp.
18.832.111.000,00 sehingga pagu Komisi Yudisial tahun 2025 menjadi Rp.
165,694,232,000,00. Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail pada
Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran Komisi
Yudisial Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 162.451.295.888,000 atau

sebesar 98,04% dari total anggaran tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Anggaran

. . Realisasi 0
Kegiatan Alokasi Anggaran Anggaran %o
Pelayanan Atas Penanganan
Laporan Dugaan Pelanggaran Rp. 12,089,549,000 | Rp 11,771,217,598 97.37 %

KEPPH

Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad

Hoc di Mahkamah Agung, Rp. 12,705,068,000 | Rp 12,438,050,133

Advokasi dan Peningkatan 97.90 %
Kapasitas Hakim

Penyelenggaraan Investigasi

Hakim dan Calon Hakim Rp. 5,517,800,000 Rp 5,493,753,783 99 56 %

.
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. . Realisasi 0
Kegiatan Alokasi Anggaran Anggaran %o
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Penghubung, Kegiatan Kerja
Sama, Keuangan, Perlengkapan o
Rumah Tangga, Tata Usaha dan Rp. 106,566,858,000 | Rp 104,096,307,444 | 97.68 %
Pengembangan SDM di
Lingkungan Komisi Yudisial
Penyelenggaraan Perencanaan,
: 2
Hukum dan Kepatuhan Internal Rp. 11,337,308,000 | Rp 11,264,796,04 99.36 %
Penyelenggaraan Pelayanan
: 17
Informasi Kepada Publik Rp. 17,477,649,000 | Rp 17,387,170,888 99.48 %
TOTAL 165,694,232,000 Rp 162,451,295,888 | 98,04 %
Tabel 19. Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja
Jenis Belanja Pagu Alokasi Realisasi %
Belanja Pegawai Rp. 58,366,247,000 Rp. 56,170,963,428 96,24%
Belanja Barang Rp. 123,726,644,000 | Rp. 103,130,092,206 83,35%
Belanja Modal Rp. 2.433.452.000 Rp. 2.421.166.538 99,50%




A.

BAB IV

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

PENGELOLAAN AKUNTABILITAS

1.

Penyusunan Renstra Komisi Yudisial

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu
organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di
dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar
dalam mengambil keputusan dalam kurun waktu 5 tahun, yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Rencana Strategis (Renstra) memiliki beberapa
fungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan
secara terstruktur, terukur, dan tepat sasaran, sebagai kerangka acuan
untuk melaksanakan kegiatan tahunan yang masuk dalam isu
strategis, sebagai instrumen pengendalian, sebagai dasar
penyusunan anggaran, mendorong akuntabilitas dan
transparansi, menyediakan arah dan fokus pembangunan, membantu
organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi
yang efektif, memperjelas arah masa depan organisasi, membuat
keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan,
mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan
keputusan. Oleh sebab itu Renstra memiliki beberapa fungsi, di
antaranya sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan
kegiatan secara terstruktur, terukur, dan tepat sasaran.

Komisi Yudisial sebagai salah satu K/L memiliki kewajiban untuk
melakukan penyusunan Renstra tahun 2025-2029 yang saat ini masih

terus disempurnakan hingga tahun 2025.
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Gambar 9. Penyusunan Renstra 2025-2029 Komisi Yudisial

Meningkatkan Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan rencana
yang mencerminkan tingkat pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi
organisasi, termasuk K/L maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, peran badan perencana tidak hanya
menyusun dokumen pembangunan, tetapi juga melakukan monitoring
dan evaluasi (monev) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan di
lapangan. Monitoring berfokus pada pemantauan pelaksanaan program
dan kegiatan, sedangkan evaluasi menilai manfaat, dampak, serta
efektivitas kebijakan dan program setelah dilaksanakan. Monev yang
terintegrasi dengan perencanaan membentuk suatu siklus penting untuk
meningkatkan efektivitas pembangunan, memperbaiki kinerja lembaga,
serta mendorong penerapan good governance.

Sepanjang tahun 2025, upaya yang dilakukan dilakukan Komisi
Yudisial dalam meningkatkan layanan monitoring dan evaluasi antara
lain:

Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pada tahun 2025 Komisi Yudisial telah menindaklanjuti sebagian
rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan

berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

.
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a. Melakukan reviu dan memperbaiki dokumen perencanaan seperti
pada pohon kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024;

b. Melaksanakan monitoring atas capaian kinerja PK secara periodik
yang disampaikan oleh unit kerja;

c. Menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Dan/Atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai tindak lanjut atas
permasalahan rendahnya capaian kinerja Biro Pengawasan dan
Perilaku Hakim (Waskim).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial
menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,96 dengan predikat "B". Hal
tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik",
yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan
sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan
dan komitmen dalam manajemen kinerja. Dengan nilai tersebut, Komisi
Yudisial telah ~mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya sebagai berikut:

e 2019 68,17

e 2020 67,16

e 2021 56,13

e 2022 68,52

e 2023 68,86

o 2024. 68,96

Dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP Komisi Yudisial, Biro

Perencanaan dan Kepatuhan Internal mengikuti kegiatan Kick Off

Meeting Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025 yang diselenggarakan oleh

Kementerian PANRB pada tanggal 1 Agustus 2025.



° Membangun sistem manajemen kinerja yang utuh dan logis

o Menata ulang strategi program dan kegiatan agar
berorientasi hasil (result-oriented) dan kaya inovasi
Rekomendasi

Perbaikan Menguatkan budaya kerja kolaboratif lintas urusan, sektor,
Implementusi dan instansi.

SAKIP Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan tematik

dan studi kasus serta peer teaching praktik terbaik

° Pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) untuk memperkuat
perumusan kebijakan berbasis data.

Gambar 10. Kick Off Meeting Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025

» Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN)

Pada tanggal 17 September 2025 di auditorium lantai 4 kantor
Komisi Yudisial yang dihadiri oleh Kepala Biro dan Pusat, pejabat
struktural dan fungsional serta CPNS Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial yang berjumlah sebanyak 150 pegawai.

Acara ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan psikotropika serta pembinaan jiwa korps pegawai di
lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Adapun hasil
pemeriksaan tes urine berdasarkan surat Kepala BNN Nomor
R/131/IX/IDE/PM/2025/BNN tanggal 24 September 2025 disampaikan
bahwa hasil pemeriksaan Narkotika melalui skrining urine adalah benar

Negatif (-) tidak mengandung golongan Narkotika.
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Gambar 11. Sosialisasi P4GN

Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial Rl

Komisi Yudisial melakukan evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial
RI tahun 2010-2025 dengan konsultan. Adapun evaluasi ini dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Komisi Yudisial,
khususnya dalam menyongsong akhir periode Cetak Biru dan
merancang agenda kelembagaan yang lebih adaptif, responsif, dan
berdampak bagi masyarakat serta ekosistem peradilan di Indonesia dan
mendukung penyusunan cetak biru 2026-2041.

Gambar 12. Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial Rl 2025
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Gambar 13. Serah Terima Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial Rl 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI DOKUMEN
CETAK BIRU
KOMISI YUDISIAL PERIODE |
2010-2025 |

BIRO PERENCANAAN D,
AN KEPATUHAN 1y
i
SEKRETARIAT JENDERAL KoM1s] vumleA:tNAL

Gambar 14. Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial
Periode 2010-2025

» Menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial
Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja di
lingkungan Komisi Yudisial Rl adalah sebagai acuan bagi seluruh unit
kerja dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara

terencana, sistematis, dan berbasis data. Pedoman ini bertujuan untuk

-



memastikan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan secara optimal
sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja, serta untuk
memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan budaya kinerja di

lingkungan Komisi Yudisial RI.

INTERNALISASI DAN

RANCANGAN PEDOMAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA

Gambar 15. Internalisasi dan Sosialisasi Rancangan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja dan Pengembangan Emonev Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Rl

PEDOMAN PEMANTAUAN
¢ DAN EVALUASIKINERJA

| SEKRETARIAT JENDERAL KOMIS! YUDISIAL

Gambar 16. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial

» Pengembangan Emonev Komisi Yudisial RI
Dalam rangka penyampaian keterbukaan informasi publik di
Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak
setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan publik,

mewajibkan badan publik menyediakan informasi (kecuali yang

.



dikecualikan), serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat

dalam pemerintahan. Perkembangan realisasi Komisi Yudisial Rl dapat

diakses pada tautan https://emonevkyri.com/home

Emonev Komisi Yudisial

Data Statistik
Rp165.694.232.000
TOTAL SISA — PERSENTASE .
Rp9.062.001.112 = 94,53 “

N KETERSEDIAAN DANA DETAIL PER 12 December

PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI PAGU ANGGARAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025

ANGGARAN DAN REALISASI SETIAP BIRO/PUSAT ANGGARAN DAN REALISASI SETIAP BIDANG

sam

[E

Gambar 17. Tampilan emonev Komisi Yudisial R/



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan rencana kinerja Komisi Yudisial tahun 2025 memperlihatkan

pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil

pencapaian Komisi Yudisial Tahun 2025 menggambarkan bahwa capaian

kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk

mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-

2029 dan telah memenuhi 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana telah

ditargetkan. hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 indikator kinerja

sasaran yaitu:

1.

Capaian Sasaran Strategis 1 nilai indeks Integritas Hakim seperti tahun
2025 adalah sebesar 8,05. Nilai indeks integritas dihasilkan dari
Independence (Kemandirian), Impartiality (Ketidakberpihakan) Propriety,
(Kepantasan), Equality (Kesetaraan), Competence & Diligence
(Kompetensi & Ketekunan) dan Integrity (Integritas).

Berdasarkan hasil analisa, kemudian disandingkan dari ketiga kategori

responden;

Tabel 20. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional tahun 2025

Indeks
X Kategori Rataan (X-1)x2,5

1 | Masyarakat Peradilan 3.63 6.58
2 | Stakeholders Sistem Peradilan 3.67 6.68
3 | Aparatur Peradilan 4.43 8.58
4 | Hakim 4.66 9.14
5 | Faktor Penambah 5.00 10.00
6 | Faktor Pengurang 3.00 5.00
Indeks Komposit 3.82 7.05
Indeks Komposit + Hakim 3.52 6.30
*Indeks Akhir Nasional 4.22 8.05

Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks Integritas Hakim tahun 2025
adalah sebesar 8,05. Dengan demikian indikator kinerja Indeks Integritas
Hakim Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 8,05 mencapai 101,8% dari

target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja di tahun 2025.

.
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Apabila dilihat dari tren nilai indeks pada tahun-tahun sebelumnya, nilai
indeks pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,10 poin
dibandingkan dengan tahun 2024, ha tersebut karena adanya perubahan
metodologi yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan

objektifitas dan tepat sasaran dalam penilaian indeks integritas hakim.

TARGET TARGET TARGET
7,84 7,99 1,73 7.90
CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
7,84 7,99 8,15 8,05

Gambar 18. Perkembangan Indeks Integritas Hakim Tahun 2022-2025

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja Komisi Yudisial juga
didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2025 sebesar
Rp165.694.232.000,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar
Rp162.451.295.888,00 atau 98,04%.

2. Capaian Strategis dengan indikator Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.
Indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial tahun 2024 adalah 76,91
dengan kategori "BB". Terjadi penurunan pada capaian strategis Komisi
Yudisial yang diukur melalui indikator Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa adanya kendala atau
tantangan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Komisi
Yudisial yang perlu segera dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk memastikan
keberlanjutan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,

efisien, dan akuntabel.

B. TINDAK LANJUT
Tindak lanjut terhadap capaian tersebut di atas masih akan berlanjut pada
tahun 2026 terutama pada isu strategis lembaga dan hal-hal yang

meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, antara lain:



1. Upaya peningkatan integritas hakim, beberapa yang perlu ditindaklanjuti

sebagai berikut :

a.

Melakukan penguatan system pengawasan dan pemantauan perilaku

hakim;

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen hakim

agung dan hakim ad hoc;

Meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan

1) Meningkatkan pemahaman hakim dan publik tentang Penanganan
PMKH

2) Meningkatkan kualitas layanan penanganan PMKH

Melakukan penguatan system database Hakim Terintegrasi
Memperkuat Kerjasama Dengan Mitra Dan Lembaga Terkait
Melakukan penguatan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Komisi Yudisial

2. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, beberapa yang perlu

ditindaklanjuti sebagai berikut:

a)

b)

koordinasi dan konsultasi dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi
Komisi Yudisial Tahun 2025 dengan KemenpanRB

melakukan evaluasi dan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2026;

pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial melalui
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,

Menggunakan sistem evaluasi berbasis reformasi birokrasi untuk

meningkatkan efektivitas kerja Komisi Yudisial

Demikian Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2025 ini. Secara garis

besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi

Yudisial di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Jabatan . Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian Ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami,

Jakarta, 2 Januari 2025
Ketua Komisi Yudisial RI,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M,, Ph.D.




PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target
(1) @) | 3) (4)
1. J Terwujudnya Kemandirian ¢an | Indeks integritas hakim 7.90
| Integritas Hakim
|
J
2, | Terwujudnya Kapastias | Kategori Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai BB (77)
| Manajemen Internal  yang
| Berkualitas, Transparan, dan
i Akuntabel
Program: Anggaran:
1. Dukungan Manajemen Rp145.152.388.000,00
2. Penegakan Integritas Hakim Rp39.373.955.000,00
Blokir Efisiensi Rp18832.111.000,00

Jakarta, 10 Januari 2025
Ketua Komisi Yydisial RI,--

Prof.

zulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.




LAMPIRAN



YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Jakarta, 10 Oktober 2025
Ketua Komisi Yudisial <

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,, Ph.D.



PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No. Sasaran Strategis  Indikator Sasaran Strategis ~ Target
(1) (2) (3) 4)

g1 Terwujudnya Kemandirian dan | Indeks integritas hakim 7,90
Integritas Hakim

2. Terwujudnya Kapasitas | Kategori Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai BB (77)
Manajemen Internal yang
Berkualitas, Transparan, dan
Akuntabel

Program: Anggaran:

s
2

Dukungan Manajemen
Penegakan Integritas Hakim

Blokir Efisiensi

Rp145.152.388.000,00
Rp39.373.955.000,00
Rp18.832.111.000,00

Jakarta, 10 Januari 2025
Ketua Komisi Yuydisial Rl,-~

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



PERUBAHAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KOMIS! YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NO.|  SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARG| ; E
(1) (2) (3) (4) (5] (8) @
1. |Terwy K irian dan jeks Integritas Hakim 7,90 25% 50% 75% | 100% | Rp38.373.855.00000 |- Biro Pengawasan Periiaku Hakim
Integritas Hakim - Biro Rekrutmen Advokasi dan
Feningkatan Kapasitas Hakim
- Biro Investigasi
2. |Terwujudnya Kapasilas Kategori Indeks Reformasi Birckrasi Nilai BB 25% 50% 75% 100% Rp145.152 388 000,00 |- Biro Umum
Manajemen Internal yang 77 - Pusat Analisis dan Layanan
Berkualitas, Transparan, dan Informasi
Akuntabal - Biro Perencanaan dan Kepaluhan
Internal
Program: Anggaran:
1. Dukungan Manajemen Rp145.152 388 000,00
2. Penegakan Integritas Hakim Rp39.373.955.000,00

Blokir Efisiensi

Rp18 832.111.000.00

Jakarta, 10 Oktober 2025
Ketua Komisj Yudisial RI,

ey

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,

LL.M., Ph.D.



